
BUPATIKAUR 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI KAUR 
NOMOR : 8 o TAHUN 2018 

TENTANG 

PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN 
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

\......, Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

a. bahwa untuk meri.:ngankan beban masyarakat terhadap 
pembiayaa:n pcndidikan dalam Penyelenggaraan pendidikan 
anak usia dini yang ben11utu , Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kaur mengalokasikan Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan Pendidi kan Anak Usia Dini; 

b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur mernbuat 
mekanisme penyaluran dana BOP PAUD dari rckening kas 
umum negara ke rekening kas umum claerah dilanjutkan ke 
rekening satuan pendidikan anak usia cl ini at.au Lembaga 
dilakukan dala:m rangka teitib administrasi; 

c. bahwa dalan1 rangka membcrikan kepastian hukum dalarn 
pcnyelenggaraan pembiayaan pendidikan anak u sia dini yang 
bermutu, Pemerintah Kabupatcn Kaur memerlukan 
pengaturan mengenai penggu naan dana bantuan 
operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud; 

d. bahwa berdasarkan pertin1bangan sebagaimana dimaksud 
dalam buruf a, huruf b clan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Operasional 
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2828); 

2 . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupat_en Mu_komuko, Kabupaten Seluma dan Kabu paten 
Kaur d1 Provm s1 Bengkulu (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tai.nbahan Lembr.iran Negara 

SEKRETARIAT OAERAH KABUPATE 'l KAUR 
BAGIAN HUKUM 
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3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangru, Neg~ra 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahru1 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438 ); 
5. Undang-Unclang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah cliubah beberapa kali terakhir 
clengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Peru bahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembarru1 Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahu n 2017 tentang Anggaran 
Pendapatan clan Belanj a Negara Tahun Anggaran 20 18 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138); 

7. Peratu ran Pemerintah No1nor 27 Tahun 2014 tentang 
pengelolaan RHrnng Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 
20 16 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus P.isik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
364 ); 

9. Peraturan Presiclen Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

10. Peratur~ Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 
lndones1a Nomor 4 Tahu n 2017 ten tang Petunjuk Teknis 
Penggunaan Dana Alokasi Khusu::; Non Fisik Bantuan 
Operas1onal Penyelenggaraan Pencliclikan Anak Usia Dini 
(Ren ta Negara Republik Indonesia Tahu n 2017 Nomor 168); 

11. Peraturan Daerah Kabu paten Kaur Nomor 14 Tahun 201 6 
t;ntang Pembentukan clan Susunan Perangkat Daerah 
~abupaten Kaur (Len1baran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 
2016 Nomor 237); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PENGGUNAAN DANA 
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peratunu1 Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah aclalah Kabupaten Kaur. 
2. Bupati adalah Bupati Kaur. 
3. Pemcrintah Daerah aclalah Bupati sebagai unsur penyelcnggara 

4. 

5. 

6 . 
7. 

\._,I 

8. 

pemerint.ahan dacrnh yang memimpin pelaksanaan urusan pcmerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 
Baclan Keuangan Daerah atau disingkat BKD aclalah Badan Keuangan Daerah 
Kabupaten Kaur. 
Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat Disdik adalah Dinas Pendidikan 
Kabupaten Kaur. 
Inspektorat adalah Inspektorat Daernh Kabupaten Kaur. 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya cl isingkat SKPD adalah 
Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna 
Anggaran /Pengguna Barang. 
Pcndidikan Anal<. Usia Dini yang selanjutnya clisingkat PAUD adalah suatu 
upaya pembinaan yang ditujukan kcpada anak sejak lahir sampai dengan usia 
enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 
membantu pertumbuhan clan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 
memiliki kesiapan dalam memasuki pencliclikan lebih lanjut . 

9 . Satuan PAUD tercliri atas Ta.man Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Taman 
Penitipan Anak, dan Satuan PAUD sejenis. 

10. Tam~m Kanal<.-Kanak yang selanjutnya cl isingkat TK adalah salah satu bentuk 
satuan pend idikan anak usia clini pada jalur pencliclikan formal yang 
menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (e1npal) tahun sampai 
clengan 6 (enam) tahun . 

11. Kelompok Bcrmain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk 
satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan Non fonnal yang 

\....,, menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bennain sambil belajar 
bagi anak usia 2 (ciua) sampai 4 (cmpat) tahun yang mempcrhatikan aspek 
kesejahteraan sosial anak. 

12 . Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu 
bcntuk sMuan pendidikan anak usia dini jalur pend idikan Non formal yang 
menyelenggarakan program pendidikan clalam bentu k bermain sambil belajar 
bagi anak usia O (no!) sampai 6 (enam) tahun clengan prioritas no! sampai 
empat tahun yang memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial 
anak. 

13 . Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk 
satuan penclicl ikan anak usia clini j alur pendidikan Non formal yang 
menyclcnggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil bela,jar 
bagi anak usia O (no!) sampai 6 (cnam) tahun yang clapat diselenggarakan 
dalam bentuk program seca ra mandiri atau terintegrasi dengan berbagai 
layanan anak usia dini dan lembaga keagamaan yang ada climasyarakat. 

14. Lembaga adalah saluan pcndidikan Non formal yang menyelenggarakan 
program pendidikan anak usia dini. 

ScK~ET~.~IAT DAE RAH ><ABUP.~TEI. ><AUR 
BAGIAN HLIKUM 

TELAH O;PRO, OM/ P,~t{AF OITEUTl KEBE NAO ·tnA 
..v 
-re7 I 



15 . 

16. 

Bantuan Operasional Penyelcnggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PA_UD) 
adalah program pemerintah untu k membantu penyediaan pendanaan_ b1aya 
operasional non personalia bagi saluan pendidikan anak us1a dm1 yang 
diberikan Pemerintah kepada anak melalui Satuan PAUD atau Lembaga untuk 

menduku ng kegiatan operasional pembelajaran. 
Biaya Operasional adalah biaya bahan atau peralatan pendiclikan habis pakai 
clan biaya penyelenggaraan pendidikan tak langsung. 

BAB II 

TUGAS DAN FUNGSI MANAJEMEN BOP PAUD 

Pasal 2 

(1) Tim Manajemen BOP PAUD Daerah melaksanakan fungsi 
t indak lanjut terhadap informasi/pengaduan yang diterima. 

(2) Tim Manajemen BOP PAUD sebagaimana dirnaksud 
melaksanakan tugas clan fungsi layanan pada progrcm1 
meliputi : 

untuk melakukan 

pacia ayat ( l) 
BOP PAUD yang 

v a. menerima dan mencatat semua informasi (saran, pertanyaan, clan 
pengaduan) clari masyarakal baik yang disainpaikan melalui telepon, en1ail, 
surat, fax , tennasuk hasil temuan audit ke dalan1 sistem pengaduan BOP 
PAUD melalui Unit Layanan Terpadu Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan di G:edung C Lantai 1 Komplek Kementcrian Pendidikan clan 
Kebudayaan JI. Sud irman, Senayan, J akarta Pusat; 

b. menjawab pertanyaan clan menindaklanjuti usul/saran/masukan dari 
masyarakat, t ennasuk yang clisampaikan melalui sistem pengaduan onlinc 
clan sms di laman BOP PAUD; 

c. melal{ukan penanganan yang d iper lukan dan memonitor kemajuan clan 
hasil penanganan pengacluan; 

d. memperbarui status kemqjuan clan hasil tindaklanjut pengaduan BOP 
PAUD secara online di laman BOP PAUD; 

e. membuat laporan perkembangan status pengacluan secara reguler sesuai 
clengan periocle laporan program BOP PAUD, laporan tersebut bersumber 
ciari sistem pengaduan di laman BOP PAUD; 

f. mcnyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan agenda 
menyampaikan status kcmajuan clan hasil tindaklanjut pengaduan untuk 
mendorong penyelesaiannya; dan/atau 

g. melak ukan koorcl inasi clengan Pej abat Pengclola Informasi clan 
Dokumentasi Daerah tcrkait clengan publikasi infonnasi. 

BAB III 
SUMBERDANA 

Pasal 3 

Ranluan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) 
yang diperuntukan bagi satuan pendidikan anak usia dini dianggarkan dalam 
Anggaran Penclapatan dan Belanj a Daerah Kabupaten Kaur yang bersumber dari 
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Pendiclikan berclasarkan peratu ran 
perunclang-undangan . 
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BAB IV 
BESARAN DAN PERUNTUKAN ANGGARAN BOP PAUD 

Pasal 4 

Pengalokasian besaran BOP PAUD menggunakan perhitungan sebagai bcrikut : 

a. Besar clana BOP PAUD diberikan menggunakan perhitu ngan jumlah peserta 
clicl ik clcngan satuan biaya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu 17.1piah) per 
peserta didik per tahun dengan prioritas anak usia 4 (empat) s/ d 6 (enam) 
tahun; 

b . Satuan PAUD atau Lembaga yang layak mendapatkan alokasi BOP PAUD 
aclalah yang memiliki paling sedikit 12 (dua belas) pescrta didik; 

Pasal 5 

(1) Penggunaan clana BOP PAUD d i Satuan PAUD a.tau Lembaga harus didasarkan 
pada rencana kerja anggaran yang telah disusun dengan memperhatikan 
k omponen kcgiatan . 

(2) Ketentuan mengenai kompenen kegiatan sebagaimana climaksud pada ayat I 
\....,., tercan tum dalam Lampiran I clan Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

tepisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABV 
PENYALURAN DAN PENGAMBILAN DANA BOP PAUD 

Pasal 6 

(1) Penyaluran cl,u1a BOP PAUD clari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke 
Rckening Kas Urnurn Daerah (RKUD) dilanjutkan ke rekening satuan PAUD 
a.tau Lcmbaga mcngikuti mekanisme Penganggaran, Pelak sanaan, clan 
Pertanggungjawaban Belanja Program/OAK BOP PAUD oleh Pcmcrintah 
Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Penyaluran dana JJOP PAUD dilaksanakan dengan mekanisme tunai ke 
rekening Satuan PAUD atau Lembaga. 

Pasal 7 

Ketentuan yang harus diikuti terkait pengambilan dana BOP PAUD oleh Satuan 
PAUD a.tau Lcmbaga adalah scbagai berikut : 

a. pengambilan dana BOP PAUD dari rekening Satuan PAUD atau Lembaga 
dilakukan oleh bendahara Satuan PAUD atau Lembaga atas persetujuan 
Kepala/ Pengelola Satuan PAUD atau Lernbaga dilakukan segera sesuai 
kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai dengan ketentuan 
Peraturan yang berlaku . Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. 
Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis 
rekomenclasi/ persetujuan dari pihak manapun; 

b. dana BOP PAUD harus diterima secara utuh oleh Satuan PAUD atau 
Lembaga clan tidal{ diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya 
apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun; 

c . penggunaan dana, BOP PAUD disesuaikan dengan kcbutuhan Satuan PAUD 
atau Lembaga sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan clan Anggaran 

rs:::Ec:KRc::H""t.Rc.-:IA.,,.r DA,.,...,,R.,,. •"'"a""t_l!F_an--.iP AUJ D ( RKAS) . 
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BAB VI 
PENERIMA DANA BOP PAUD 

Pasal 8 

Syarat bagi Satuan PAUD atau Lembaga pcnerima Bantuan Operasional PAUD 
adalah sebagai bcrikut : 

a. sat1rnn PAUD atau Lembaga yang ada di wilayah Indonesia termflsuk satuan 
pendidikan PKBM, SKB, badan keagamaan, dan satuan pendiclikan non formal 
lainnya yang mcnyelenggarakan PAUD clan sudah memiliki Nomor Pokok 
Satuan PAUD Nasional (NPSN); 

b. semua Satuan PAUD atau Lembaga pencrima BOP PAUD harus mengikuti 
petunjuk teknis penggunaan l:30P PAUD yang telah ditetapkan oleh 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; 

c. memiliki rekening yang digunakan at.as nama satuan PAUD. Tidak 
diperkenankan rncnggunakan rekening pribadi dan rckening at.as nama sat.win 
ke1ja Pemerintah; 

\....., d. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) . 

BAB VII 
MONITORING, SUPERVISI DAN PELAPORAN 

Pasal 9 

(1) Bcntuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, 
pcmbinaan dan penyelesaian masalah terhadap penyaluran dan pemanfaatan 
BOP PAUD. 

(2) Tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk 
memastikan bahwa dana BOP PAUD diterima oleh yang berhak dalam 
ketepatan j umlah, waktu, cara, dan penggunaan. 

(3) 

(4) 

(5) 

Komponen utama yang dipantau ant.am lain : 

a. alokasi dana PAUD penerima ban tuan; 
b. penyaluran dan penggunaan dana; 
c. pelayanan dan penanganan pengaduan; 
cl. pelaporan, ser ta perubahan rencana pcnggunaan dan pelaksanaan dana 

BOP PAUD. 
Monitor ing dfln supervisi dilakukan oleh Tim Manajemen BOP PAUD 
Pemerintah Pusat, Tim Manajcmcn BOP PAUD Provinsi, clan Tim Manajemen 
BOP PAUD Kabupaten . 

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOP PAUD 
Kabupaten mengikuti ketentuan berikut: 

a. Pengawasan cli tujukan untuk memastikan kelepatan penyerapan dana, 
j umlah, waktu, cara, dan penggunaan dana BOP PAUD pada tingkat 
Satu an PAUD at.au Lembaga; 

b. Responclen terdiri atas Pengelola PAUD, Guru dan Tenaga Pendidik PAUD 
serta orang tua peserta didik; 

c. Pengawasan dil aksanakan pada saat dan setelah penyaluran dana; 
d. Penga·was at.au Penilik Pi\UD berkewajiban melakukan pengawasan 

,.....sE-,R-=•·-,1R_iA_J_DA-eRA-HK....,,A,Cr;;m..%¼,1.Jaan dana l:lOP PAUD secant terintegrasi. 
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BAB VIII 
PENUTUP 

Pasal 10 

Pcratu ran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengu ndangan Peraturan Bupa ti 
ini dengan penempata.nnya dalam Serita Daerah Kabupaten Kaur. 

Ditetapkan di J3intuhan 
pada tanggal 13 Jep!rm6e-r 20 18 

SEKRETARl/J OAERAH KA8UPATEN KAU~ 
BAGIAN HUKUM 

"i"UPAT! KAUR., 

Diundangkan di Bintuhan 
pacla tanggal I c.; 2e-plrm/xr 2018 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPAT 

H. NANDAR M NADI, S.Sos, M.Si. 
Pembina Utama Madya/IV.d 
NIP. 19690127 199003 1 004 

qf GUS IL PAUSI 

\__, BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHON 2018 NOMOR : &Sb 



Laropira.n I Peraturan Bupati Kaur 
Nomor : f3S Tahun 2018 
Ta.nggal : /3 !lrplrmbr 2018 

KOMPONEN KEGIATAN PENGGUNAAN DANA BOP PAUD 
DI SATUAN PAUD ATAU LEMBAGA 

Komponen 

1. 

Kegiatan 
2 . 

Pembelajaran 

3. 

I. 
2. 

Kegiat.an 3. 
Penclukung 

4. 
5 . 

Kegiatan 
Lainnya 

Penggunaan Keterangan 

Buku-buku pembelajaran PAUD yang 
d ibutuhkan; Minimal 50% 
Peralata.n pembelajanm se pert i kertas, (lima puluh 
krayon, spidol, pensil, bahan pakai ha.bis 
dan bahan pembelaj aran sejenis lainnya; 

persen) dari 

Kcgiatan pertcmuan dengan orang tua/wali 
dana BOP PAUD 

murid, kunjungan ke rumah anak. 

Penyecliaa.n buku administrasi; 
Pembelian alat-alat Deteksi Dini Tumbuh 
Kembang (DDTK), pembelian obat-obatan 
r ingan, dan isi kotak Pertolongan Maksimal 35% 
Pertan1a Pada Kecelakaan (P3 K); (tiga puluh Hrna [3iaya pertemuan guru d i kegiatan Gugus 
PAUD, Menghadiri kegiatan peningkatan 

persen) dati 

kapasitas pencliclik, clan transport 
dana BOP PAUD 

petugas kesehatan kunjung; 
Mena1nbah transport pend idik ; 
Penyed iaan makanan sehat. 

1. Peraw_atan sarana dan prasarana termasuk Maks imal 15% 

2 . 
perbmkan dan pengec:atan r ingan; (lima belas Dllkungan penyediaan alat-alat publikasi 
PAUD; persen) dari 

3. Langganan listrik, telepon/ internet, a ir. dana BOP PAU D 

SEKRETAR'Ar OAEfulH KASUP>.TI:N KAUR 
SAGIAN HUKUM 

,SUPATIKAUR, 1 

TELA.H Cl?RO~ OAN 
OIIELITi KESE•, }:NYA 



Format BOP-01 

Lampinm 11 Peraturan Bupati Kaur 
Nomor : 86' Tahun 2018 
Tanggal : /:S .2tpl-,m6er 2018 

FORMULIR ISIAN 
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 
Jabatan : Kepala/Pengelola PAUD ....... ......... .. .......... .... . , ... ... .. .... . 
Alamat 

dengan in i menyatakan bahwa : 

l. Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD telah digunakan 
dalam rangka mendukung opcrasi onal PAUD dan tidak untuk keperluan 
pribadi. 

2. Pcnggunaan Belanja DAK Non Fisik BOP PAUD adalah sebagai berikut: 

Penerimaan Dana BOP PAUD : Rp ... ........... ... ......... ........ . 
Pcnggu naan Dana HOP PAUD : Rp . ................. .... ... ..... ... . . 
Program Pembclajaran : Rp .. ............ ................ .. .. . 
Program Penduk ung Kegiatan Lainnya : Rp ............. ...... ....... ... ..... . 

(Bukti penggunaan terlampir) 

3. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak sesuai dcngan k eadaan yang 
sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau clituntut 
ganti rugi dan/atau tuntutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perunclang-undangan yang berlaku. 

Demiki an surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya clan bennaterai cukup 
v untuk clipergunaka.n sebagaimana mestinya. 

$'KRETAR AT OAERA'I KASUP,\JEN KArn 
.__s_AG1A~. l LKJ ~' 

-~ Ali :, ?RO~ f 
,1 T.'.E8- ~ t ~ 

Kabupaten Kaur 
Provinsi Bengkulu 
Kepala PAUD ......... ............ . , 

Materai 
Rp.6.000 

(Nama Lengkap & Stempel) 

Diisi oleh Satuan PAUD atau 
Satua11 pendidikan nonformal 
dikirim ke Tim Manajcmen 
BOP *Kabupaten 



B . Format BOP-02 
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SATUAN (RKAS) PAUD 

TAHUN ANGGARAN . ..... 

Nama Satuan 
Desa/ Kelurahan 
Kecamatan 
Kabupatcn/ Kota 
Pr ov insi 
Sumbcr Dana : DAK Non Fisik BOP PAUD 

No Uraian Keo-iatan 
1 2 

Menyetujui 
Pengelola / Kepala Satuan 

SEKRETARIAJ D.~ERAH KAB~?AWl I\A'J~ 
BAGIAN HUKUI.' 

TEtAH O!rRO$FS "' r 

0 T rlK · ~ ~'N 
PARl,F I ,~ _...., 

Biaya Waktu 
3 4 

........ ..... ..... .... .... ... , ·· · · ·· · · · · ··· · 
Bendahara/ Pcnanggungjawab 

Kegiatan, 



C. Format BOP-03 

PENCATATAN PENGGUNAAN DANA BOP PAUD 
TAHUN ANGGARAN .. ..... ..... . .. 

NaJna Satuan 

Desa/ Kelu rahan 

Kecamatan 

Kabupaten/Kota 

Provinsi 

NO 

l 

Jenis Pengeluaran 

2 

Menyctuj ui 
Pengelola/Kepala Satuan 

$E!(~?:TA"'iAT CAf.RAH K.i\OJ;A'fft KAUR 
9 AG I AN H U KU t.t 

T~lAH O!?ROiJ D[y1 ~% 
O!TEC!TI :es,.,.,,,~ =--

Tanggal Jumlah 
Nomor 

/ Bulan Bukti 
3 4 

-

.... ............. .... ..... ... , ...... .... .. . . 
Bencfahara/ Penanggu ngjawab 

Kcgiatan, 

5 



D. Format BOP-04 

LAPORAN PENGGUNAAN DANA DAK NON FISIK BOP PAUD 
TAHUN ANGGARAN ............. .. 

Nan1a Satuan 

Desa/Kelurahan 

Kecamatan 

Kabupaten/ Kota 

Provinsi 

-
No Jenis Pengeluaran 

l 2 
1 Program Pcmbelajaran 

a . ········ ··· ······ ·· ······· 
b. ····· ··· ······ ··· ··•···· ·· 
C. ······ ·············· ··· ·· · 
d. ······ ···· ···· ·· ·········· clst 

~ 

2. Program Pendukung 
a. ···· ·········· ···· ········ 
b . ···· ··· ······ ········ ··· ·· 
c. . .... ..... ............ ... . 
........... , ..... ... ..... . dst 

3. Program Lainnya 
a . ···· ······ ····· ······· ···· 
b. ··· ··· ····· ······ ·· ···· ··· 
C. ·· ···· ······ ··· ··········· 
· · ·· ····· ···· ••,o· ·· · · ·· · · dst 

.JUi\-lLAH : 

Menyetujui 
Pengelola/ Kcpala Satuan 

SEKRETARIAT OAE!lAH l<A6UPATI:N KAUR 
SAGIAN HUKUM 

TELAH DIPROS:s DA.a 
OITELITI KEBEfu,:-1,NYA 

Jumlah Nomor Bukti 
3 4 

· •• • • • •• ••• · • · • •· • ·•• •••• • .. ·1 , . .. .... .. . . . . 

Bend ahara/ Penanggu ngjawab 
Kegiatan, 

-



E. Format BOP-OS 

REKAPITULASI PENYALURAN DANA DAK NON FISIK BOP PAUD 
KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN .......... . 

No Nama Satuan PAUD 

l 

JUMLAH: 

S,KRETARIAT OAER/<.H KABUPATEN KAUR I 
BAGIAN HU KUM 

TELAH OIPROSes OAN PARAr . 
OITCUHKESEt NNYA ~~ 

_J 

2 

Tanggal Realisasi 
Penyaluran dari Jumlah 

RKUD ke rekenina 
3 4 

. . .. .. ..... .. .... . .. .. , ..... ...... .. . 
Ketua Tim BOP PAU D 
Kabupaten Kaur 

NIP: ....... .... ... . .... ... ...... ..... . 



\J 

F. Format BOP-06 

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN OAK BOP PAUD 
KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU 

TAHUN ANGGARAN . ....... . . 

Kebutuhan Jumlah Jumlah NO Jenis Lembaga PAUD 
peserta Lembaga Dana OAK BOP 

~ l 2 3 
1. 
2 . 
3 . -
4 . 
5 . 

,Ju mlah 

Realisasi 
NO Penggunaan Dana Jumlah 
~ 

OAK BOP PAUD 
1 2 3 

l. Kegiatan Pembelajaran 

2 . Kegiatan Pendukung 
Pembelaj ar an 

3 . Kegiatan Lainnya 

a. Sisa Dana BOP PAUD di RKUD Kabupaten 
Penyaluran Tahu n sebelumnya 

b . 

c. 

d . 
e. 

Transfer Dana BOP PAUD dari RKUN k e 
RKUD Kabupaten Tahun ini 
Total Dana BOP PAUD yang ada 
di RKUD Kabupaten 
Total Kebutuhan Dana BOP PAUD 
Ku rang Salur Dana BOP PAUD 

PAUD 
4 s -

Permasalahan dalam 
Persentase Penyaluran Dana 

Dana DAK BOP PAUD 
4 s 

Rp . .. ...... .... ..... .. . .. 

Rp . .. ............ .... .. .. 

Rp .. .... .. .. ....... .. .. .. 
Rp . .. ..... ..... ... ..... .. 
Rp . ................ .... .. 

De1niki an laporan ini clibuat dcngan sebenarnya. 

. .... ... .. .... ..... .. . , ... ....... ...... . , 
Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten Kaur 

.... ....... ...... ...... .. .............. 
NIP: ..... ...... ..... . ... ... ....... . 

SEXRETARiAJ CAER,I.~ l<ASUPATEN KPUR 
8AGIA >l'.IK> 



G. Format BOP-07 

LEMBAR PENCATATAN PENGADUAN MASYARAKAT 

l. Identitas Pengadu 

a. Nama 

b . Alamat 

2. Tanggal Terima Pengaduan 

3 . Lokasi Kejadian 

a. RT/RW /Dusun 

b. Desa/Kelurahan 

c. Kecamatan 

d. Kabupaten 

e. Provinsi 
V 4 . Uraian Pcngaduan 

5 . Tanggal Penyelidikan Dilakukan : 

6 . Penyelidik 

7. Temuan 

8. Keputusan / Rekomendasi 

9. Pelaksanaan Keputusan 

10. Tanggal Pemberitahuan kepada 
Pengadu tentang Keputusan/ 
dan pelaksanaan Kcputusan 

11. Dokumen yang Diterima 

SE.<RcTl..qJA.T CA!:RAH r,~6U?Aml KAUR 
BAGtAN HUKUI.' 

TEL.J,.H O.?RO~ r N 
D; · ,., 't<EBE"~ r 

........ .......... , .. ... . 
Melaporkan, 
UPM Kabupaten Kaur 

NIP : .. ...... ...... ...... ....... ...... .... . 



H. Formulir BOP-08 

LEMBAR PENCATATAN PERTANYAAN/ KRITIK/SARAN 

1. Identitas Penanya / Pemberi Saran : 

a. Nama 

b. Alamat 

2. Tanggal Tcrima Per tanyaan/Saran 

3. Uraian Pertanyaan/Saran 

4. Pcnerima Pertanyaan /Saran 

5. Tindak Lanjut Saran 

...... ..... .. ... .. , .... .. 
Mclaporkan: 
UPM Kabupaten Kaur 

NIP : ... .. ... .... .. .. .. ........ .. ......... . 

V 



I. Formulir BOP-09 

No 

1 

Dibuat oleh Tim 
manajemcn BOP 
di Kabupatcn 

PENANGANAN PENGADUAN/ KRITIK/SARAN 
PELAKSANAAN DAK NON FISIK BOP PAUD TAHUN ........... .. 

Sumber Informasi Isi 
Isi Kritik Isi Saran Tindak 

Penaaduan Lanjut 
2 3 4 5 

.... ' .... ..... " .. , .. ' .. . 
Melaporkan: 
UPM Kabupaten Kaur 

NIP: . . ... . .. .. .... ................ . ... ... . 

S£KRETARI/\T DAERAH l<ABJPATEH KAUR 
BAGIAN HUKUM . 

TElAH Ol?R~ DAN 
OITEUTI KE6E~ _ NNYA 

BUP TI KAUR, 

PAUSI 




